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WALI KOTA LUBUKLINGGAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGCGAU
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Lubuklinggau  Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Penyelen an Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
ra Pendaftaran Penduduk

apkannya Peraturan
) tentang Pelaksanaan
2006 tentang

; a telah diubah
D13 tentang Perubahan
un 2006 tentang

n Presiden Nomor
dan Tata Cara

perlu
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4114);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5475);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 5 : bahan Kedua Atas
=k 2014 tentang
gar Republik
than Lembaran

e 31 Tubun
‘Undang-Undang
n (Lembaran
Nomor 68,
nesia Nomor
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8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6354);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana
telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 126 tahun 2012,
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor
26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Pendudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 293);

10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 184);

11. Peta o - -
: t Keras, Perangkat
luk Berbasis Nomor
sebagaimana telah
am Negeri Nomor 6
eraturan Menteri

g Standar dan
Nomor Induk
Negara Republik
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam
Administrasi Kependudukan, (Berita Negara Republk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil {Lembaran Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 7);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LUBUKLINGGAU
dan
WALI KOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH. TENTANG _PERUBAHAN KEDUA ATAS
: ¥ i 2010 TENTANG
'PENDUDUK DAN
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Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Lubuklinggau.

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.

Pejabat Pencatatan  Sipil adalah pejabat yang
melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami
seseorang pada instansi pelaksana yang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota
Lubuklinggau.

Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kota
yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan
pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

sgeri Sipil yang
memberikan
duks dan
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15. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang
tinggal dalan jangka waktu terbatas di wilayah Negara
Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal
terbatas dari instansi yang berwenang.

16. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang
berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah
mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang
berwenang.

17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen
dan data kependudukan melalui pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan serta pendayagunaan
hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan
sektor lain.

18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa
kependudukan, dan pendataan penduduk rentan
administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen
kependudukan berupa kartu identitas atau surat
keterangan kependudukan.

19. Pendaftaran -perpmdahan penduduk antar Negara

' an lokasi
pindahan dari

orang lain baik
1 tidak, yang
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23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah
kartu identitas keluarga yang memuat data tentang
nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta
identitas anggota keluarga.

24 Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya
disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang
dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan aleh
Instansi Pelaksana.

25. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA
adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak
yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan
belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

26. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu
negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi
internasional lainnya untuk melakukan perjalanan
antar negara yang memuat identitas pemegangnya.

27. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor
Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana
paspor Republik Indonesia.

28. Pend

- Penduduk WNI yang
ota tempat tinggal
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32. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang

33.

34.

35.

36.

39.

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat
bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya
disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan
yang diberikan kepada orang asing pemegang izin
tinggal terbatas.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem
informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi yang memfasilitasi pengelolaan informasi
Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara
dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri
kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan
satuan kerja pelaksana untuk mendapatkan akses
terhadap pusat data, pusat data cadangan SIAK sesuai
dengan izin yang diberikan.

Database adalah kumpulan berbagai jenis data
kependudukan secara sistematik,
struktur dengan

t keras dan
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41.

42.

43.

44,

45.

Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan
Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus diluar
daerah domisilinya.

Saksi Kelahiran adalah orang, petugas/pejabat yang
mengetahui dan menyaksikan peristiwa kelahiran.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh
seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan
anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan
perubahan status kewarganegaraarn.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami
penduduk yang harus dilaporkan karena membawa
akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu
Keluarga, KTP dan /atau surat keterangan
kependudukan lainnya meliputi pindah datang,
perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi
tinggal tetap.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya
disingkat SPTJM adalah surat untuk membuat
pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data
dcngan djkctahm 2 (dua) orang saksi dalam hal tidak

elahiran; -dan/atau'tl.dakmcmﬁlk:l buku
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(2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah,
Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan
Orang Asing yang memiliki [zin tinggal tetap wajib
melapor  kepada Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil untuk dicatat biodatanya.

(3) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan sebagai
dasar pengisian dan pemutakhiran database
kependudukan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4

(1) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:
a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
c. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas
dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.

(2) Selmn penca.tatan bmdata penduduk sebagaimana
naksuc . ayat (1), pencatatan biodata
Juar wilayah Negara

tan Sipil Kota
uduk WNI yang
lan Republik
penduduk
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(5)

(6)

(7

(8)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil
melakukan pencatatan biodata penduduk orang asing
yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing
yang memiliki izin tinggal tetap setelah penduduk
melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
a. dokumen perjalanan; dan

b. kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil
melakukan pencatatan biodata penduduk orang asing
yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah
status menjadi izin tinggal tetap, setelah penduduk
melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
a. dokumen perjalanan;

b. surat keterangan tempat tinggal, dan

c. kartu izin tinggal tetap.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4) dikecualikan bagi WNI yang
sudah memiliki NIK.

Perubahan biodata penduduk dan WNI di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus
memenuhi persyaratan dokumen atau buku

-

1ana dimaksud
(6), Dinas
UPT Dinas
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(4) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan:

a. penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal
tetap;

b. penduduk orang asing yang telah memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia; dan

c. penduduk orang asing yang memiliki anak
berkewarganegaraan ganda yang telah memilih
kewarganegaraan Republik Indonesia.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 10

(1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus
memenuhi persyaratan:

a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau
kutipan akta perceraian,

b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah
datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. surat keterangan pindah luar negeri yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Slpl]. Kota bagi WNI yang datang dari

a ara Kesatuan Republik Indonesia
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(3) Penerbitan KK karena perubahan data harus
memenuhi persyaratan:
a. KK lama; dan
b. Surat keterangan/bukti perubahan pernstiwa
kependudukan dan peristiwa penting.

(4) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi
penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK
yang rusak; dan
b. KTP-el

(5) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi
penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan:
a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK

yang rusak;
b. kartu izin tinggal tetap; dan
c. KTP-el

6. Pasal 11 dihapus.

7. Pasal 12 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai
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(2)

@)

(4)

(5)

tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

a. surat keterangan hilang dari kepolisian;

b. KTP-el yang rusak;

c. KK;

d. dokumen perjalanan Republik Indonesia atau
dokumen perjalanan; dan

e. kartu izin tinggal tetap.

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi
penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan.

a. surat keterangan pindah dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipildaerah
asal; dan

b. KK.

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI

yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

a. surat keterangan pindah dari perwakilan Republik
Indonesia; dan

b. KK.

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi
penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap
harus memenuhi persyaratan surat keterangan

ubahan data bagi
‘ 1g asing yang
memenuhi
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persyaratan:

a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
b. KK.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 15

Penerbitan KTP-el baru di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dilakukan dengan cara :

a.

b.

penduduk yang belum pernah melakukan perekaman
data dalam basis data kependudukan melalui aplikasi
SIAK;dan

penerbitan KTP-el yang sudah berstatus Print Ready
Record.

11. Diantara pasal 18 dan pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 18 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

{2)

@

Pasal 18A

Pemerintah Kota menerbitkan KIA bagi penduduk
WNI dan penduduk orang asing yang memiliki izin
tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh
belas) tahun dan belum kawin.

Penerbitan KIA dilakukan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil atau UPT Dinas Kependudukan

[]

dimaksud pada
- kepada  anak

 penerbitan KIA
(1) ditetapkan
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(2) Swurat keterangan pindah yang telah diterbitkan dan
ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada
penduduk yang pindah untuk dilaporkan
kedatangannya kepada daerah tujuan sejak
diterbitkan surat keterangan pindah dan KTP-el yang
bersangkutan dicabut oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota atau UPT Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan.

(3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berlaku selama 100 (seratus) hari kerja
sejak diterbitkan.

(4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan KK,
KIA, atau KTP-el dengan alamat baru dan proses
perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang
tidak pindah.

(5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP-el
selama KTP-el baru belum diterbitkan.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 22

(1) i izin tinggal tetap atau
sud pindah dalam
rencana kepindahan

Pencatatan Sipil,
Pindah

(2) pada ayat (1)

daerah tujuan

(3) g sebagaimana
untuk penerbitan

1 orang asing yang

at keterangan

. memiliki izin

14. Keten! - :
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(1)

(2)

(3)

(4)

I5. Ketentuan Pasal 24 diubak

Bagian Ketiga
Pendaftaran Penduduk Non Permanen

Pasal 23

Pendataan penduduk non permanen dilakukan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6
(enam) bulan sekali.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil
melakukan koordinasi persiapan pendataan dengan
Lurah dan Camat.

Persyarataan pendataan penduduk nonpermanen
meliputi:
a. KTP-el;
b. kartu keluarga;dan
c. dokumen pendukung lainnya antara lain:

1. surat tugas;
surat keterangan dari instansi pendidikan;
surat keterangan dari instansi/perusahaan;
surat keterangan berobat;dan
surat pengantar dari RT/RW.

R B (0 19

berbunyi sebagai

berikut : e

()

@)
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(4) Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
pindah ke negara lainnya harus memenuhi
persyaratan:

a. surat keterangan pindah dari perwakilan Republik
Indonesia di negara asal; dan
b. dokumen perjalanan Republik Indonesia.

16. Ketentuan Pasal 25 dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 25

(1) Setiap penduduk yang datang dari luar negeri
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
kedatangannya wajib melapor kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk
diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar
Negeri.

(2) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar
untuk mengurus KK dan KTP baru atau perubahan.

17. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

gu sampai habis

n Pencatatan Sipil
hari kerja sejak
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20.

STDARBH]L UTLLSUL .

Pasal 36

(1) Setiap Penduduk dalam wilayah Kota berhak
mendapatkan pelayanan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari :

akta kelahiran;

akta perkawinan;

akta perceraian,

akta kematian;

akta pengakuan anak; dan

akta pengesahan anak.

Mmoo o

(3) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dilakukan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(4) Penerbitan seluruh  Akta  Pencatatan  Sipil
berdasarkan tempat domisili penduduk.

Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, ayat (3) dihapus serta

ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1) Setiap penstrwa kelahiran dilaporkan oleh orang tua

: as Kepcndudukan dan

(enam puluh) han

:--$yamt berupa

1a dimaks pada 1) dicatat pada

nya Kutipan

3) I dapat membuat an tanggung
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21. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 66A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66A

(1) Kutipan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga dicetak
menggunakan Kertas A4 80 gram, kecuali Kartu

Tanda  Penduduk (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak
(KIA).

(2) Pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran
penduduk menggunakan sistem daring dan manual.

(3) Seluruh data yang diisi dalam formulirpemohon
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara
daring dan manual menjadi tanggung jawab
pemohon.

22. Ketentuan Pasal 67 dihapus.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam  Lembaran Daerah  Kota

Lubuklingg:

n di Lubuklinggau
39 Desemve” 20

|LUBUKLINGGAU

LEMBARAN { KOTA LUBU U TAHUN .28 NOMOR 7

AU PROVINSI
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